BAB |
ANALISISKEWARISAN TERHADAPANAK DI LUAR NIKAH
PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/ PUU-VI1I1/ 2010

A. Latar Belakang

Dalam hal pewarisan kata waris dalam Ensiklopddimsdisebutkan bahwa,
kata waris dari bahasa arab yaitu; warisa-yarisisava atau irsan/turas yang
berarti “mempusakai’. Waris adalah ketentuan tepga@embagian harta pusaka,
orang yang berhak menerima waris beserta jumlaHstah waris sama dengan
faraid, yang berarti “kadar* atau “bagiah“.

Dalam pewarisan ada tiga permasalahan pokok satwalag lainya tidak
dapat dipisahkan, seseorang yang meninggal dud&harta peninggalan, ada
ahli waris yang berhak atas harta peninggalan lhatséVirjono Prodjodikoro,
mantan ketua MA mengatakan : bahwa hukum warisaad&lukum-hukum atau
peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakabatmimanakah pembagian
hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseoramh@ waktu ia meninggal
dunia akan beralih kepada orang lain yang masibpfidalam hukum Islam
terjadinya suatu pewarisan disebabkan 3 hal yaitu :

a. Hubungan perkawinan yang sah, istri dapat mewhata peninggalan
suaminya dan sebaliknya.

b. Hubungan kekerabatan atau yang disebut dengan (letabunan).

! Azyumardi Azra (ed)Ensiklopedi IslamPT Ichtiar Baru Van Hove, 2005, hal. 261.
2 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Beng
Kewarisan Menurut KUH Perdatdakarta: Sinar Grafika, 2000, hal. 104.
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c. Hubungan karena memerdekakan budak. Jika salalfreajikan atau
budak) mati dan meninggalkan benda pusaka, makg jannya
mendapatkan bagian harta pusaka ndsiéhrena perbudakan sudah
ditiadakan dalam Islam maka poin ini dianggap tidadka (tidak
berlaku).

Sedangkan dalam hukum Islam ada beberapa penghyéstg
Pembunuhan terhadap si pewaris, berlainan aganrggdrtidak berhak
atas waris baik murtadnya ddirirah maupun darmillah kecuali dia
tobat sebelum pembagiatirkah, hilang tanpa berita (tak tahu
alamatnya dan hilang lebih dari 4 tahun maka diapggati secara
hukum) perbudakan ( karena dianggap tidak cakagpndg@lenguasaan
harta).

Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstaray yercantum
dalam al-Qur’an merupakan suatu hal yang absolntutaversal bagi setiap
muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. a§ab ajaran yang
universal, hukum kewarisan Islam mengandung nilai-rabadi dan unsur
yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi deggltitan sesuai dengan
kondisi ruang dan waktu.

Dalam realita kehidupan terdapat beberapa mmaczasalah yang
terkadang membuat resah masyarakat. Salah satdaj@amengenai status
anak luar kawin. Status anak luar kawin mmalarealitanya masih

dipandang sebelah mata bahkan dianggap selamgdi haram yang tidak

3lbid., hal. 105.



memiliki hak yang sempurna seperti anak pamlaumnya. Atas dasar
menjunjung tinggi nilai keadilan yang tentunya bashahat, hakim
Mahkamah Konstitusi menetapkan anak luar kawiremitiki hubungan
perdata dengan ayah biologisnya, hal ini tegudedam putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang Statusnak Luar Kawin.
Hakim Mahkamah Konstitusi menganggap putusarsebeit berdasar pada
nilai keadilan yaitu melindungi hak konstitusiorehak luar kawin. Akan
tetapi putusan tersebut terkesan tidak sesumjasehukum Islam maupun
Undang-Undang Perakwinan (UUP) No 1 Tahun 1974tenPerkawinan.
Dalam duduk perkara putusan Mahkamah Konstithsimor 46/
PUU-VIII/f 2010 juga dijelaskan bahwa UUP No Thhun 1974 tidak
jelas dan tidak adil karena perkawinan yangkdikan sah secara agama
namum terhalang oleh Pasal 2 ayat 2 UUP sehinggganh tidak sah menurut
norma hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan halstitoisionalnya dicederai
oleh norma hukum. Selain itu menurut Mahkamah Ktuss Pasal 2 ayat 2
tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena pemacataterupakan suatu
kewajiban yang harus dilakukan untuk melindungi hké&nstitusional
seseorang. Namun Pasal 43 ayat 1 bertentalegeyan UUD 1945 secara
bersyarat, maksudnya yaitu bertentangan sepanjamghilangkan hubungan
dengan laki-laki yang mempunyai hubungan daraBhkdmah Konstitusi
memutuskan bahwa status anak luar kawin jogampunyai hubungan
dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidakikalianak yang lahir di

luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengabunya dengan



membiarkan laki-laki yang menghamili. Oleh selhabmaka Pasal 43 ayat
1 dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawindanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibsega dengan laki-laki
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasar ilpengetahuan dan
tekhnologi dan atau alat bukti lain menurukdm mempunyai hubungan
darah termasuk hubungan perdata dengan keluargayaa Oleh sebab itu
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIIO1D tentang Status
Anak Luar Kawin banyak manarik perhatian masyatak terutama
dikalangan para ulama. Perhatian yang dalamrmumcul akibat dari posisi
kesucian nilai suatu perkawinan yang dianggabagai pertalian yang
kuat “miistagon gholidzo®.

Dalam pandangan hukum Islam posisi hakim memilikdudukan
yang tinggi. Sebab hakim dipandang sebagai permeataa penggali hukum
dengan segenap kemampuannya untuk menyelesaildoterpatika manusia
ketika hukum tersebut tidak terdapat dalam sunyaerg tertulis ataupun
hukum tersebut belum pernah ada. Penulis memandarggat hakim sama
dengan mujtahid atau dapat juga disebut sebadjhi amri. Dalam Al-
Qur'an dijelaskan adanya kewajiban untuk pagrhadap ulil amri. Allah

SWT berfirman :

*xCQ LA Lo S ¢ & @83 O 43
AForde  BHURDOYCOL BIMURGIL I~
IR O W@aF BX-UR20COLST

4 Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fighridkahat dan
UU Perkawinan) Jakarta: Kencana, tt, hal. 35.
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Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah danati#ah
Rasul(Nya),dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika
kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka

kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dansRla

(Sunnahnya), jika kamu benar-benar berimanakepAllah

dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utafmagimu)

dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An- Nisa :59)

Ketika berbicara masalah warisan, seseorang yamgnggal dunia,
dalam hal ini menimbulkan sebuah akibat hukum y#éfotang bagaimana
pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajibaeosmsy yang telah
meninggal dunia. Penyelesaian hak-hak dan kewapgledagai akibat adanya
peristiwa hukum karena meninggalnya seseorangrdiégét hukum waris, jadi
hukum waris itu dapat dikatakan sebagai himpunaatpen-peraturan hukum
yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yamnggal oleh ahli
waris.

Maka secara langsung apabila ada pihak yang meadintampa
memandang siapa yang lebih dulu meninggal dan maapan harta kekayaan

(warisan) dari yang satu ke yang lain akan seketieapindah karena

berlangsung karenanya. Khususnya dalam pewarisamgnd semua orang

® Derpartemen AgamaAl-Quran dan Terjemahannya Bandung: CV Diponegoro,
2003, hal. 69.
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akan mengalami hal ini yaitu berhubungan dengansaan begitupun anak
dari hasil zina yang telah disebutkan dalam suratNfsa’ ayat 33
menjelaskan:

QO HOO0E o OxcHADIAY Wil n>30,wed
P R0 RAOGAM W I K402 o 00N E
OxCNAAL A OO0 FH &HOEHEIBNAFT Do o0
AEDAD s @ keo JAZSZRCORNORRO $ERIO0OQ R
VLB A Fo 3 OONO G PRLEELOGO 1
e OOV XA MASTE* S M =2 JON= 6K
RO
Artinya : “ Untuk masing-masing (laki-laki dan pempuan ), Kami
adakan ahli waris dari bapak dan karib krabat yang
terdekat dan orang-orang yang telah bersumpahaseti
dengan kamu berikan kepada mereka bagiannya masing-

masing, sesungguhnya Alloh menjadi saksi atas tiggp-
sesuatu “ (QS. An-Nisa’: 339).

Menurut R. Wirjhono Prodjodikoro, bahwa hukum waaidalah soal
apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewagifagnharta kekayaan
seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan bémtiada orang lain yang
masih hidup. Jadi pada hakekatnya hukum waris adalah untuk ateng
pembagian harta warisan kepada ahli waris, ag#aketarisan itu dibagikan
tidak ada perselisihan.

Berdasarkan peparan diatas bagaimana status Kewdeshadap Anak
Di luar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi diod6/ PUU-VIII/

2010, lalu apa yang menjadi dasar atas ketentummikan yang ada di

® Ibid., hal. 66.
" R. Prodjodikoro Wirdjonp Hukum Waris di IndonesiaBandung: Sumur Bandung,
1983, hal. 13.
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dalamnya. penulis akan coba telisik lebih menddégin Berdasarkan masalah
tersebut mendorong diangkatnya tema ini denganl;j/halisis Kewarisan
terhadap Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamatsttusi Nomor 46/
PUU-VIII/ 2010.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di, ataka pokok
masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana kewarisan terhadap Anak Di luar Nikah c&&situsan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010.
2. Bagaimana dasar hukum tentang Kewarisan Anak Di Mikah Pasca-
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ @01
C. Tujuan penulisan
1. Untuk mengetahui kewarisan terhadap Anak Di lu&aNiPasca-Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010.
2. Untuk mengetahui dasar hukum tentang Kewarisan Abiakiar Nikah
Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUW-2010.
D. Telaah Pustaka
Bahwa sahnya telaah pustaka ini adalah unteknbantu pemilihan
prosedur penelitian, mendalami landasan te@ng berkaitan dengan

permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangeneliti terdahulu,



menghindari duplikasi dan menunjang perumusamasalatf. Sumber
telaah pustaka ini bisa berupa tulisan-tulisanahrainnya, antara lain:

Skripsi  karya Alfian Qodri Azizi dengan juduiStatus Anak Di
Luar Nikah” Mengenai (Studi Analisis Putusan Heetap Pengadilan Agama
Sleman Nomor 408/ Pdt.G/ 2006/PA. Smn TentarepgBsahan Anak Di
luar Nikah)”, berbeda dengan peneliti sebelumnyalaP penulisan skripsi ini
akan lebih menekankan apa saja yang menjagirdalasan majelis hakim.
Pengadilan Agama Sleman dalam memutus penrargakuan anak diluar
nikah, juga akibat hukum yang terjadi bagi kadah anak luar nikah
tersebut, karena kemaslahahan bagi sang iba bescapai dengan cara
menikahkan dengan pasangan zinanya, asalkaigawclesyarat keduanya
telah bertaubat dan menunggu sampai bayi itu ldhrena dari sudut dalil
agli menikahkan pria atau wanita dengan pasangaanya akan membawa
manfaat yang lebih besar dibanding dengan tidakkakkan mereka’

Skripsi Siti Nur Malikhah (Mahasiswa IAIN Walisong8emarang)
yang berjudul Analisis Putusan Mahkamah Konsti{i¥#K) Nomor 46/ PUU-
VIII/ 2010 tentang Kedudukan Anak Diluar Perkaan® Dalam skripsi
ini dijelaskan mengenai kedudukan anak diluar perkan. Setiap anak yang
dilahirkan pasti mempunyai hak-hak konsitusi yangruk dilindungi.

Mengenai hak konstitusi anak di atur dalam P&8aB ayat 1 Undang-

8 Achmad Arif Budiman Metodologi Penelitian Ahwal al-Syakhsiyah dalaRetatihan

Penelitian Hukum Fakultas Syariah IAIN WalisongoBdndungan”,pada tanggal 10 Juli 2009.

° http:// 192.168.0.251/ go.php? =jptiain-gd|-sl-20Pukul: 20.03 Wib Alfian Qodri

Azizi 3397 &q=Status Anak DiLuar Nikaldiakses tanggal 2 Februari 2014. Pukul: 20.03 Wib.

19 http:// 192.168.0.251/ go.php? =jptiain-gdI-208&i Nur Malikhah 3397 &g-Analisis

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/ PUU-VRD10 tentang Kedudukan Anak
Diluar Perkawinan diakses tanggal 2 Februari 2014. Pukul: 20.03.Wib
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Undang Dasar (UUD) 1945. Namun tidak semua anakdapatkan hak
tersebut, seperti halnya anak luar kawin yang ktidasa mendapatkan hak
konstitusional sebagai anak. Kedudukan anakKkeain berbeda dengan
anak sah, hal ini dipengaruhi oleh ada atdaknya hubungan perkawinan
antara ibu dan ayahnya. Anak luar kawin hanya pugsyai hubungan perdata
dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan iaitai dalam Undang-Undang
Perkawinan (UUP) No 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat dnuvut Mahkamah
Konstitusi (MK) ketentuan tersebut di anggdgak adil karena anak luar
kawin tidak seharusnya menanggung dosa akpeabuatan orang tuanya.
Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menetapkahwa anak luar kawin
juga memiliki hubungan perdata dengan ayah darakgduayahnya, sehingga
Pasal 43 ayat 1 UUP No 1 Tahun 1974 berbunyi "ayailg lahir di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata deitgarnya dan keluarga
ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahrymng dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi/atan alat bukti lain
menurut hukum mempunyai hubungan darah, terndsibungan perdata
dengan keluarga ayahnya." Mengenai hak wanigk aluar kawin, dalam
hukum Islam anak luar kawin tidak bisa menjdi waris maka hukum
Islam memberikan alternatif lain seperti dikan 1/3 harta pewaris untuk
anak luar kawin.

Skripsi  karya Aprilianita Khusnul Ain dengan juduTinjauan
Ushuliyah Terhadap Status Anak Luar Kawin (StudiuBan MK Nomor

46/PUU-VIII/2010) putusan MK Nomor 46/PUUVIII/20 sejalan dengan



konsep kemaslahatan (maslahatul aulad) dalaahpdmbiayaan hidup,
pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, selaak lkeperdataan dalam nasab,
wali dan waris, sebab tidak ada penetapan hukuim $fara’ dan tidak ada
pula dalil yang melarangnya. Kedua, sesuais&p istishan istitsna'i yaitu
mengecualikan dalil juz'i atas dalil kully, ake anak luar kawin tidak
mempunyai hubungan nasab syar’i dengan ayah bsvlggidan keluarga ayah
biologisnya. Hal ini dikarenakan kemadharatan dbahaya dari lahirnya
putusan MK itu lebih besar.

Skripsi  karya Hamidah dengan judul “Tinjauan Khion Islam
Terhadap Gugatan Suami Dalam Mengingkari Keabsah&mak Yang
dilahirkan Istrinya Menurut Undang-Undang Hukumdaea”. **Dalam skripsi
ini penulis menyoroti, apabila seorang anak lahlach usia kurang dari enam
bulan, maka seorang suami berhak untuk mengingkéahiran anak tersebut.
Dalam KUH Perdata seorang suami yang mengindgdeaidsahan anak harus
mengajukan tuntutan di muka pengadilan dengantdisgengan bukti-bukti,
kemudian menetapkan tentang sah tidaknya mgoemak adalah hakim,
sedangkan dalam tinjauan hukum Islam penyelesa&iperts itu, sama halnya
dengan penyelesaian perkara penuduhan zina, memgsmggunakan sumpah
li'an sebagai penyelesaian persengketaan petieasabut. Sehingga dalam
hukum Islam menetapkan bahwa lahirnya seorang akidlat dari perbuatan
zina baik dilakukan oleh orang yang pernah menikalipun belum itu tetap

dinamakan zina dan kedudukan anak tersebut add&hgah.

% http:// 192.168.0.251/ go.php? =jptiain-gdI-sl-adhamidah3397 &g=Tinjauan
Islam Terhadap Gugata Suardiakses tanggal 2 Februari 2014. Pukul: 20.03 Wib.
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Adapun perbedaan penelitian penelitian di atas alempgnelitian yang
akan penulis buat adalah pada judul penelitian plambahasanya. Karena
dalam penelitian ini penulis penulis menitik beeathpada dasar hukum tentang
Kewarisan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan MahkaKwistitusi Nomor 46/

PUU-VIII/ 2010.

E. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsiyaitu penelitian
dokumen (library research)* Dalam penelitan dokumen ini penulis
menggunakan studi kepustakaan berupa Putusahkdvhah Konstitusi
Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang Anak Di luaNikah. penelitian ini
merupakan studi hukum Islam dengan pendekataoara teoritis dan
dokumenter. Dalam pendekatan teoritis diterapkans&p ushuliyah yang
merupakan teori kajian hukum Islam, sedangkdalam pendekatan
dokumenter diterapkan objek masalah terkait sepemindang-undangéah

Setelah semua data terkumpul, maka langkah sebgajutdalah
melakukan analisis data. Dalam skripsi ini penafisnggunakan deskriptif-
analitis, yakni suatu penelitian yang bertujuarukmhenyorot objek penelitian
secara utuh kemudian ditarik suatu generalisasighe menggunakan metode
ini, penulis berusaha menganalisa Kewarisan Tegh&@dwk Di luar Nikah

Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUW-¥2010, Di samping

12 Masyhuri dan M. Zainuddiryletodologi PenelitanBandung: Refika Aditama, 2008,
hal. 50.

13 Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perngdandangan Pidana
Khusus di Indonesjalakarta: Badan Litbang dan Diklat KementerianrAgaRl, 2010, Cet. Ke-1,
hal. 1-3.
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menggunakan deskriptif  analitis, penulis juga ngemgkan analisis isi
(content analysis),yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam
terhadap isi suatu objek yang diteliti.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitiakuchen (Library
research), berupa studi dokumen Putusan Mahkamaistikissi tentang
Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konsthigsnor 46/ PUU-
VIl 2010 dengan menggunakan pendekatan kualitafiéndekatan
kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan membamgsuatu proposisi
atau menjelaskan makna di balik reatfta.
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumberbgrndata sebagai
berikut :
a. Data Primer
Data primer merupakan sumber data atau informasy yagunakan
untuk mengetahui berbagai ketentuan yang berkaitmgan
kewarisan anak diluar nikah penelitian ini adalakwmen dokumen
register dan berkas perkara Anak Di luar Nikah Bdagtusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010, hasgminar,
artikel ilmiah terkait, wawancara atau catatan jpgninnya.

b. Data Skunder

4 Burhan Bungin,Metode Penelitian KualitatifJakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2001, hal. 124.
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Sumber data sekunder merupakan sumber data yaaig ladgsung
memberikan data kepada pengumpul data. Namun, ddéa-ini
mendukung pembahasan dari penelitian*inhdapun sumber data
sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah lamladUU.RI. No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan, PP. No. 9 tahun 1@n%ang
pelaksanaan UU.RI. No. 1 tahun 1974 tentang Penrawilnstruksi
Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompifagium Islam,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU perlindungaak No 23
tahun 2002 dan peraturan-peraturan pemerintahyaiyang terkait
masalah ini. Ditambah dengan buku-buku, karya-kahygah dan
segala sesuatu yang berhubungan dengan permasdiattas.
3. Metode Pengumpulan Data
Salah satu metode yang digunakan untuk mencariydaig otentik yang
bersifat dokumentasi dilakukan dengan cara memntan mempelajari
data-data dari catatan-catatan, transkip, berkaglam, surat kabar dan
sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skiipsf atau catatan
penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokudisini adalah
dokumen dari dokumen register dan berkas perkaik Adluar Nikah
Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUW-2010.

4. Metode Analisis Data

!> SugionoMetode Penelitian KualitatiBandung: PT Citra Aditya Bakti, cet.ke-4, 2008,
hal. 225.

'8 Suharsimi ArikuntoProsedur penelitian Suatu Pendekatan Praktiiarta: Rineka
Cipta, 1993, hal. 206.
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Setelah semua terkumpul, maka langkah selanjutdgdala melakukan
analisis data. Dalam skripsi ini penulis menggunadaskriptif-analitis,
yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menyaigek penelitian
secara utuh kemudian ditarik suatu generali€aBlengan menggunakan
metode ini, penulis berusaha menganalisa putusdikameah konstitusi
tentang Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamahs#iosi Nomor
46/ PUU-VIII/ 2010. Di samping menggunakan deskfrighalitis, penulis
juga menggunakan analisis i@ontent analysis)yaitu penelitian yang
bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatl gang diteliti.
F. Sistematika Penulisan
Untuk dapat memberikan gambaran secara luas danudadrkan
pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dapsiskni, maka
penulis memberikan penjelasan secara garis besatalam skripsi ini dibuat
sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN
Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitiargyaeliputi:
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuainiigam skripsi,
telaah pustaka, metode penulisan skripsi, damsatiiea penulisan
skripsi.

BAB |1 TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEWARISAN ANAK DI
LUAR NIKAH

" Soejono Soekant®engantar Penelitian Hukundakarta: Universitas Indonesia (U.I.
Press), 1986, hal. 250.
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BAB 111

BAB IV

BABV

Dalam bab ini menguraikan tinjauan umum tentangisya

pengertian anak diluar nikah, Pewarisan anak diuah.

KEWARISAN TERHADAPANAK DI LUAR NIKAH PASCA-
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-
VI111/2010

Dalam bab ini meliputi sejarah mahkamah konstitsiywarisan
Anak Di luar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstilesnor
46/ PUU-VIII/ 201Q landasan hukum Kewarisan Anak Di luar
Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No#&&dr PUU-VIII/

2010.

ANALISIS KEWARISAN TERHADAP ANAK DI LUAR
NIKAH PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 46/ PUU-VIII/ 2010

Analisis Kewarisan Terhadap Anak Diluar Nikah PaBa#&usan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010, Akiblaukum
Kewarisan Terhadap Anak Di Iluar Nikah Pasca-Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010, Aisid
Terhadap landasan Hukum Kewarisan Anak Di luar NiRasca-

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ Q01

PENUTUP

Penutup meliputi simpulan, saran-saran dan penutup.
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